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Pendahuluan
Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan merupakan hal yang sangat

mendasar bagi kesejahteraan individu maupun masyarakat. Bahkan
ketimpangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat hanya dapat
diselesaikan dengan meningkatkan akses setiap individu pada pekerjaan yang
layak. Akses pekerjaan juga merupakan kunci bagi pengurangan kemiskinan
yang terus menjadi fokus banyak pemerintahan di berbagai negara (lihat
misalnya: Albrecht, Navarro, dan Vroman, 2009; Basu, Chau, Fields, dan
Kanbur, 2019; Christiaensen, Demery, dan Kuhl, 2011; Kanbur, Christiaensen,
dan De Weerdt, 2019). Oleh karena itu, memperoleh pekerjaan merupakan
salah satu hak mendasar bagi setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan.

Namun, kemampuan suatu perekonomian dalam membuka lapangan
kerja tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, di samping
kemampuan sektor ketenagakerjaan untuk menyediakan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi bermakna meningkatnya
jumlah barang dan jasa di suatu negara dan karenanya diperlukan tambahan
tenaga kerja untuk memproduksinya. Di sisi lain, semakin tingginya
produktivitas tenaga kerja yang mampu dihasilkan oleh sektor ketenagakerjaan
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akan berdampak pada peningkatan investasi, sehingga kesempatan dan
lapangan kerja pada gilirannya akan semakin luas (lihat misalnya: Bailey,
Driffield, dan Kispeter, 2019; Cuadros, Martín-Montaner, dan Paniagua, 2019;
Jia, Han, Peng, dan Lei, 2019; Ngo, 2019).

Pada 2019 (Februari) angkatan kerja di Indonesia sebanyak 136,2 juta
orang atau mengalami peningkatan 20% selama 10 tahun terakhir. Dari total
angkatan kerja tersebut 45% (61,7 juta) angkatan kerja berada di wilayah
perdesaan, sedangkan pada 2009 pangsa angkatan kerja perdesaan masih berada
di level 58%. Ini artinya, selama 10 tahun terakhir telah terjadi perubahan
yang cukup signifikan dalam sektor pekerjaan perdesaan.

Penurunan pangsa angkatan kerja di perdesaan selama sepuluh tahun
terakhir tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi secara struktural dan
faktor demografis. Pada aspek demografis, jumlah angkatan kerja perdesaan
yang turun 6,5% dari 66,1 juta menjadi 61,8 juta disebabkan oleh penurunan
jumlah penduduk yang berumur di atas 15 tahun. Selama 10 tahun terakhir
jumlah penduduk dengan usia di atas 15 tahun turun 9%. Di samping itu,
jumlah partisipasi sekolah untuk tingkat menengah atas mengalami peningkatan
sehingga kedua faktor tersebut menyebabkan jumlah angkatan kerja mengalami
penurunan. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah urbanisasi. Faktor
perbedaan upah antara desa dan kota serta tingginya pertumbuhan ekonomi
perkotaan telah mendorong sebagian masyarakat desa melakukan urbanisasi.

Kontributor lain dalam perubahan angkatan kerja perdesaan adalah
perubahan struktur ekonomi. Jika membandingkan komposisi Produk
Domestik Bruto (PDB) pada 2008 dan 2018, maka akan terlihat bagaimana
sektor pertanian mulai berkurang pangsanya (dari 14% menjadi 13%) dalam
pembentukan PDB. Penurunan pangsa juga dialami oleh industri manufaktur
(dari 27% menjadi 22%) oleh karenanya periode ini dapat dinyatakan sebagai
periode deindustrialisasi di Indonesia. Penurunan pangsa kedua sektor ini
dikompensasi oleh meningkatnya pangsa sektor jasa dari 51% menjadi 57%.

Sebagai sebuah catatan, perubahan struktural juga terjadi dalam sektor
pertanian yang notabene merupakan sektor penyangga utama di perdesaan.
Selama periode yang sama, pangsa nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor
pangan terhadap total nilai tambah sektor pertanian mengalami penurunan
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sangat besar dari 50% menjadi 23%. Pada saat yang sama, subsektor perkebunan
mengalami pertumbuhan nilai tambah yang sangat tinggi, sehingga pada 2018
pangsa nilai tambahnya mencapai 30% meningkat 14% dari level di 2008.
Subsektor lain yang berkembang adalah hortikultura; pangsa nilai tambahnya
melonjak menjadi 11 %pada 2018.

Profil Umum Angkatan Kerja Perdesaan
Jika menggunakan rentang waktu 2009-2019, kondisi pekerjaan perdesaan

memperlihatkan perkembangan positif. Penduduk yang menganggur dari sisi
jumlah telah mengalami penurunan dari 4,2 juta orang menjadi 2,1 juta or-
ang, meskipun pada aspek tingkat partisipasi angkatan kerja tidak terjadi
perubahan yang berarti. Kinerja pekerjaan yang relatif baik juga dapat dilihat
dari penurunan tingkat pengangguran terbuka pada 2019.

Tabel 1. Profil Umum Angkatan Kerja Perdesaan

Sumber: BPS, 2019
Sebagai konsekuensi dari perubahan struktural dalam ekonomi perdesaan,

selama 10 tahun terakhir telah terjadi pergeseran dalam pekerjaan jika ditinjau
dari sisi sektoral. Pada 2019, sebagian besar penduduk (52%) bekerja di sektor
pertanian. Sedangkan sisanya bekerja di industri pengolahan (10,50%),
perdagangan (13,40%) dan sektor lainnya. Sedangkan pada 2009, pekerja di
sektor pertanian masih berada di kisaran 62% dan pangsa pekerja di industri
pengolahan dan konstruksi masing-masing 8,31% dan 3,61%.
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Tabel 2. Jumlah Pekerja Berdasarkan Sektor di Perdesaan

Sumber: BPS
Penurunan pangsa pekerja di sektor pertanian (10%) selama periode

sepuluh tahun terakhir tersebut lebih tinggi dari penurunan pangsa output
sektor pertanian dalam PDB. Hal ini mengonfirmasi hipotesis abundant
labor supply di perdesaan (Lewis, 1954). Sektor modern yang ditunjukkan
oleh industri manufaktur dan jasa telah mengalami pertumbuhan lebih tinggi
dibandingkan sektor perdesaan, yang diwakili oleh pertanian. Pertumbuhan
yang tinggi di sektor modern ini juga disertai dengan level upah yang lebih
tinggi dibandingkan upah di perdesaan. Hal ini mendorong terjadinya
perpindahan tenaga kerja dari low-skilled abundant sector di perdesaan ke sektor
yang lebih produktif di perkotaan.

Pergeseran tenaga kerja lintas sektor di perdesaan pada dasarnya adalah hal
yang positif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penurunan pangsa tenaga
kerja sektor pertanian tidak tercermin dari menurunnya rasio nilai tambah
pertanian terhadap jumlah pekerja di sektor pertanian. Bahkan sejak 2010,
rasio ini cenderung terus meningkat secara tajam.

Namun, perkembangan positif dalam pekerjaan di perdesaan ini masih
meninggalkan beberapa tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan
pemerintah yang efektif. Bagian selanjutnya akan membahas tantangan tenaga
kerja maupun kondisi pekerjaan di perdesaan. Pada bagian akhir akan
disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan
tenaga kerja dan pekerjaan di perdesaan.
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Tantangan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Perdesaan
Salah satu tantangan utama tenaga kerja di perdesaan adalah pengangguran

usia muda. Pada 2019, dari total jumlah penganggur 2,1 juta orang, sebanyak 20%
adalah mereka dalam kelompok usia 15-19 tahun. Jika ditambahkan satu kelompok
usia lainnya, yaitu 20-24 maka akan diperoleh proporsi yang sangat besar
yaitu 58 persen. Ini artinya satu dari dua penganggur adalah mereka yang
usianya di bawah 24 tahun. Kondisinya sangat alarming bagi pemerintah
untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi baik di tingkat
SMK maupun diploma dan politeknik, karena pada 2018 sudah lebih dari
10 ribu desa dengan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang
artinya ada satu SMK di setiap tujuh desa.

Masalah youth unemployment ini juga tercermin dari angka setengah
penganggur yang tinggi pada kelompok usia muda.1 Proporsi setengah
penganggur pada kelompok umur 15-24 tahun mencapai 25%. Sedangkan
jika penganggur terbuka dan setengah penganggur ditambahkan pada kelompok
umur tersebut akan diperoleh angka 2,8 juta orang atau sama dengan 34%
dari total penganggur dan setengah penganggur.
Tabel 3. Pengangguran Terbuka dan Setengah Penganggur Perdesaan (2019)

Sumber: BPS

1 Setengah penganggur merujuk pada mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal
yaitu kurang dari 35 jam per minggu, dan masih dalam proses mencari pekerjaan dan
mempertimbangkan untuk menerima pekerjaan
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Dari perspektif struktur usia, struktur pekerja di Indonesia semakin
menua. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah pekerja di perdesaan mengalami
penurunan hampir 4%. Namun, jika dilihat lebih jauh, penurunan jumlah
pekerja muda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.
Sebagai contoh, jumlah pekerja pada kelompok umur 15-19 tahun menurun
hampir 30%. Lebih jauh pekerja pada kelompok umur 25-29 dan 30-34
menurun masing-masing 13% dan 15%. Bandingkan dengan jumlah pekerja
yang berada di kelompok umur 55-59 dan 60+ yang justru mengalami
peningkatan masing-masing 21% dan 13%.

Tabel 4. Pekerja Berdasarkan Kelompok Umur di Perdesaan

Sumber: BPS
Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki

tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah pada 2019. Hal
ini diperlihatkan dari masih tingginya proporsi angkatan kerja dengan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga 53%. Ini artinya perlu disusun pro-
gram keterampilan yang bersifat targeted, yaitu bagi angkatan kerja yang
pendidikan formalnya masih rendah. Hal ini penting dilakukan terutama
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untuk meningkatkan kondisi pekerjaan para pekerja di samping untuk
meningkatkan employability di sektor formal.

Jika ditinjau dari aspek pendidikan dan pengangguran, tampak bahwa
kontributor utama pengangguran adalah lulusan pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMK. Pada permasalahan
ini, maka kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial dapat berperan besar
dalam meningkatkan partisipasi kasar di tingkat SMK sekaligus memerbaiki
kualitas pendidikan dengan menciptakan linkage dengan industri yang relevan.

Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat gencar dalam
melakukan perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Namun, arah
kebijakan dan program yang dijalankan masih belum terintegrasi dengan
baik. Bahkan dalam aspek tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, begitu
banyak kementerian yang terlibat tanpa kejelasan bagaimana program satu
kementerian dengan kementerian lainnya saling terhubung dan saling
melengkapi. Bahkan dua kementerian koordinasi di dalam kabinet memiliki
rencana dan roadmap masing-masing dalam pengembangan pendidikan SMK.

Kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi seolah belum menyentuh
bagaimana program revitalisasi SMK terintegrasi dengan jenjang diploma,
politeknik, dan program pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK). Hal-hal mendasar
seperti bagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terintegrasi dan keberlanjutan
dengan jenjang berikutnya baik secara vertikal (di pendidikan tinggi) maupun
secara horizontal yaitu dengan program pelatihan vokasi yang diselenggarakan
oleh swasta maupun Kementerian Tenaga kerja belum tersusun dengan baik.
Aspek lain juga masih menjadi kendala seperti bagaimana pola kerja sama
industri dan sekolah didesain, dilaksanakan, dan distandarisasi. Aspek lainnya
adalah kendala regulasi yang masih belum selesai dibenahi seperti regulasi tentang
PNBP dan peraturan lainnya yang harus disesuaikan untuk memfasilitasi ruang
gerak dan pertumbuhan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi.
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Tabel 5. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Perdesaan (2019)

Sumber: BPS
Masalah pekerjaan yang dihadapi perdesaan di antaranya adalah jumlah

pekerja keluarga/tidak dibayar yang masih relatif tinggi. Profil 2019
memperlihatkan jumlah pekerja keluarga hampir 12 juta orang atau sama
dengan 20% dari total orang yang bekerja di perdesaan. Ini artinya 2 di antara
10 orang yang bekerja di perdesaan tidak memperoleh pendapatan. Ini juga
berarti kehidupannya tergantung pada pendapatan keluarga atau orang lain.

Dalam aspek gender, pekerja laki-laki di desa dan kota memeroleh rata-
rata pendapatan per jam 5% lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima
oleh pekerja perempuan. Namun jika ditelaah secara sektoral, perbedaan upah
lebih tinggi dapat ditemukan di industri manufaktur, di mana pekerja laki-
laki rata-rata memeroleh pendapatan per jam 30% lebih tinggi dibandingkan
pekerja perempuan. Kesenjangan upah lebih baik terjadi di sektor pertanian,
di mana pekerja laki-laki hanya memiliki upah per jam 17,5% lebih tinggi
dibandingkan perempuan.

Lebih jauh lagi, jumlah pekerja perdesaan yang memperoleh pendapatan
per bulan kurang dari 2/3 median upah (Rp1.285.920) masih cukup tinggi.
Jumlah pekerja perempuan perdesaan yang memperoleh pendapatan per bulan
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lebih rendah dari 2/3 median upah sebanyak 49%. Kondisi ini jauh lebih buruk
dibandingkan kondisi pekerja laki-laki perdesaan yang jumlahnya sekitar 20%
dengan pendapatan di bawah 2/3 median upah.

Dalam aspek kemiskinan, pada Maret 2019, garis kemiskinan di perdesaan
sama dengan Rp404.398 pengeluaran per bulan. Jika dilihat dari upah rata-rata
yang diterima oleh pekerja perdesaan, maka terdapat 17% pekerja perempuan
dan 4% pekerja laki-laki yang upahnya masih berada di bawah garis kemiskinan.
Hal ini mengonfirmasi analisis pada bagian sebelumnya yang memperlihatkan
bahwa kondisi pekerjaan perempuan lebih buruk dibandingkan laki-laki,
terutama di perdesaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Perkembangan sepuluh tahun terakhir di perdesaan memperlihatkan

beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah transformasi struktural
memperlihatkan peran sektor pertanian yang semakin berkurang dalam
perekonomian. Hal ini berimbas pada pergeseran tenaga kerja dari satu sektor
ke sektor lainnya di perdesaan. Jumlah pekerja di sektor pertanian menyusut
sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan. Perubahan demografis pun
terjadi dan berkontribusi pada menurunnya jumlah angkatan kerja di perdesaan.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor ketenagakerjaan yang utama di
perdesaan adalah youth unemployment. Program pemerintah untuk
meningkatkan angka partisipasi sekolah di jenjang sekolah menengah atas, baik
umum maupun kejuruan cukup berhasil seperti ditunjukkan oleh meningkatnya
proporsi pekerja perdesaan yang berlatar belakang pendidikan SMA dan SMK.
Namun pada saat yang sama, angka pengangguran tertinggi juga terjadi pada
usia awal pekerja 15-19 tahun.

Tantangan ketenagakerjaan lainnya adalah jumlah pekerja yang tidak
dibayar/pekerja keluarga masih relatif tinggi, 2 dari 10 pekerja di perdesaan
bekerja tanpa menerima upah. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan
juga masih terjadi di berbagai sektor. Dari sisi kelayakan, sektor ketenagakerjaan
masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kondisi pekerjaan di
perdesaan karena upah rendah masih dialami oleh hampir setengah pekerja dan
masih ada yang bekerja dengan upah di bawah garis kemiskinan.
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Berdasarkan berbagai permasalahan tenaga kerja dan kondisi pekerjaan di
perdesaan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan pemerintah.
1. Menyelaraskan berbagai program dan kebijakan lintas kementerian dalam

aspek pembangunan ekonomi lokal. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah
menyusun platform yang kuat untuk kolaborasi di tingkat lokal seperti desa
dengan mengintegrasikan program di seluruh kementerian yang relevan.
Satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat program promosi pekerjaan
yang layak di tingkat desa dengan sasaran yang jelas dan terintegrasi dengan
program dana desa (Kemendes) dan program revitalisasi vokasi
(Kemendikbud dan Kemenaker).

2. Menambah nilai melalui keterampilan. Hal yang dapat dilakukan adalah
dengan meningkatkan partisipasi industri dan layanan pelatihan lokal dalam
peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan magang di
tingkat kabupaten/kota dengan memanfaatkan hasil analisis pasar tenaga
kerja lokal.

3. Kebijakan mendorong pekerjaan yang berkualitas. Cara yang dapat
ditempuh diantaranya melalui penciptaan program peningkatan
keterampilan nasional untuk kaum muda di sektor-sektor terpilih dan
menjanjikan, sehingga kaum muda dapat lebih mudah pindah ke pekerjaan
atau posisinya dengan keterampilan yang lebih tinggi.
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